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TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dasar Pelaksanaan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederahana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
	[bookmark: _GoBack]22.
	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/246/OT.01.2/1/2021 tentang Tim Pendampingan ZI di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;


    
B. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evalausi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta adminitrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
1. Maksud Pengawasan
a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
b. Menjaga terwujudnya tertib adminitrasi peradilan
c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
f. Meningkakan kinerja pelayanan publik.
g. Meiningkatkan disiplindan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan
a. Menopang kerangka manajemen peradila yang baik
b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
c. Memberikan masukan berupa data, fakta, petimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan
D. Metodologi Pengawasan
Pengawasan rutin/regular dilakukan daam bentuk pemeriksaan, yaitu degan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang tekah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan perturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 17 Mei 2022 di Pengadilan Agama Padang dengan susunan tim sebagai berikut:
	1.
	Drs. H. Zein Ahsan M.H., Ketua pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	2.
	Drs. Abd. Khalik S.H., M.H., Panitera Tingkat Banding Tipe B, Panitera pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	3.
	Berki Rahmat S.Kom., Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang



F. Objek Pemeriksaan
Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakuakn pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik




BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan
	1.
	Kondisi:
test
Kriteria:
asdsadsad
Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:




B. Administrasi perkara
	1.
	Kondisi:
Kondisi 1
Kriteria:
Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor NOMOR 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik
Sebab:
Sebab 1
Akibat:
Akibat 1
Rekomendasi:
Rekomendasi 1

	2.
	Kondisi:
kondisi 2
Kriteria:

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:


	3.
	Kondisi:
Kondisi 3
Kriteria:

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:


	4.
	Kondisi:

Kriteria:

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:




C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

D. Administrasi umum


E. Kinerja Pelayanan Publik
	1.
	Kondisi:
Fff
Kriteria:

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:





BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
	1.
	test

	2.
	test

	3.
	Kondisi 1

	4.
	kondisi 2

	5.
	Kondisi 3

	6.
	



B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbegai berikut:
	1.
	

	2.
	

	3.
	Rekomendasi 1

	4.
	

	5.
	

	6.
	



[bookmark: _Hlk73710771]Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Rutin/Reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	Padang, 17 Mei 2022
	Ketua Tim,




	Drs. H. Zein Ahsan M.H.
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